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Abstrak: 

Implementasi e-government telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pelayanan publik di berbagai daerah. Kabupaten Subang, sebuah wilayah di 

Indonesia, tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan 

publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi inovasi dalam pelayanan publik melalui 

implementasi e-government di Kabupaten Subang. Dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif, data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen resmi 

pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa implementasi e-government telah membawa 

perubahan signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, tantangan 

seperti keamanan data, resistensi budaya, dan ketersediaan infrastruktur teknologi masih 

menjadi hambatan yang perlu diatasi. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi kebijakan 

diberikan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital masyarakat, 

dan mengembangkan strategi partisipatif dalam pengembangan layanan e-government di masa 

depan. 

Kata Kunci: E-Government, Inovasi Pelayanan Publik, Kabupaten Subang, Efisiensi,  

            Partisipasi Masyarakat. 
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The implementation of e-government has become a major focus in efforts to improve the 

efficiency and effectiveness of public services in various regions. Kabupaten Subang, a region 

in Indonesia, is no exception in facing challenges in improving the quality of public services. 

This research aims to explore innovation in public services through the implementation of e-

government in Kabupaten Subang. Using a descriptive approach, data were collected through 

surveys, interviews, and analysis of official government documents. Findings indicate that the 

implementation of e-government has brought significant changes in improving the accessibility 

of public services, bureaucratic efficiency, and community participation in decision-making 

processes. However, challenges such as data security, cultural resistance, and the availability 

of technology infrastructure remain obstacles to be overcome. Based on these findings, policy 

recommendations are provided to strengthen technology infrastructure, enhance digital 

literacy among the public, and develop participatory strategies in the development of e-

government services in the future. 

Keywords: E-Government, Innovation in Public Services, Kabupaten Subang, Efficiency,          

Community Participation. 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan memperkenalkan topik penelitian dan menyoroti pentingnya inovasi dalam 

meningkatkan pelayanan publik, khususnya melalui implementasi e-government. Teori tentang 

inovasi publik, seperti teori Diffusion of Innovations, dapat digunakan untuk mendukung 

argumen ini. Menurut teori ini, adopsi inovasi dalam konteks pelayanan publik sering kali 

memerlukan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi masyarakat serta kemampuan 

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. 

Latar belakang menjelaskan konteks pelayanan publik di Kabupaten Subang dan bagaimana 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah dinamika tersebut. Teori 

Governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam 

penyediaan layanan publik dapat diterapkan di sini. Implementasi e-government dianggap 

sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. 

Rumusan masalah menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik tradisional dan 

mengajukan pertanyaan tentang bagaimana e-government dapat menjadi solusi. Teori 

Institutional Theory dapat digunakan untuk menganalisis perubahan institusi dalam pelayanan 

publik sebagai hasil dari adopsi teknologi. Faktor-faktor seperti regulasi, norma, dan nilai-nilai 

yang mendasari institusi dapat memengaruhi penerimaan dan keberhasilan implementasi e-

government. 

Tujuan penelitian mengidentifikasi hasil yang diharapkan dari penelitian ini, seperti 

menganalisis dampak implementasi e-government terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan 

publik di Kabupaten Subang. Teori Performance Management dapat digunakan untuk 

memahami konsep pengukuran kinerja dalam konteks pelayanan publik. Pemantauan dan 

evaluasi kinerja merupakan komponen penting dari implementasi e-government yang berhasil. 

Manfaat penelitian membahas kontribusi praktis dan akademis dari penelitian ini, seperti 

memberikan wawasan baru tentang inovasi pelayanan publik dan memberikan rekomendasi 

kebijakan kepada pemerintah. Teori Public Service Motivation dapat digunakan untuk 

memahami motivasi di balik inovasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini dapat memperkuat 

motivasi intrinsik pegawai negeri untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi 

e-government. 



2. Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini, kita akan membahas konsep inovasi dalam pelayanan publik serta teori e-

government dan manfaatnya dalam administrasi publik. Kita juga akan meninjau studi kasus 

implementasi e-government di beberapa daerah untuk memahami tantangan dan peluang yang 

terkait dengan implementasi tersebut. 

2.1 Konsep Inovasi dalam Pelayanan Publik 

Konsep inovasi dalam pelayanan publik mencakup ide-ide baru, metode, atau pendekatan 

dalam memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Salah satu teori 

yang relevan adalah "Service Innovation" yang menyoroti pentingnya pengembangan layanan 

yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Teori ini menggarisbawahi pentingnya beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial untuk memperbaiki pelayanan publik. 

2.2 Definisi dan Teori E-Government 

E-Government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh 

pemerintah untuk memberikan layanan kepada warga dan berinteraksi dengan mereka. Teori 

yang relevan di sini adalah "Digital Governance Theory", yang menyoroti peran teknologi 

dalam memfasilitasi partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat 

responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. 

2.3 Manfaat E-Government dalam Administrasi Publik 

Implementasi e-government memiliki banyak manfaat dalam administrasi publik, termasuk 

peningkatan efisiensi operasional, aksesibilitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat, dan 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Teori "Information Systems Success Model" dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi e-government dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan manfaat 

yang dirasakan. 

2.4 Studi Kasus Implementasi E-Government di Berbagai Daerah 

Studi kasus implementasi e-government di berbagai daerah dapat memberikan wawasan 

tentang berbagai pendekatan yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan faktor-faktor kunci 

yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Teori "Diffusion of 

Innovations" dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana adopsi e-government menyebar 

di berbagai konteks, dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya. 

2.5 Tantangan dan Peluang dalam Implementasi E-Government 

Tantangan dalam implementasi e-government meliputi masalah keamanan data, infrastruktur 

teknologi yang kurang, resistensi budaya, dan kurangnya keterampilan teknologi di antara staf 

pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, peluang dalam implementasi e-government termasuk 

meningkatnya partisipasi masyarakat, efisiensi birokrasi, dan peningkatan aksesibilitas 

layanan. Teori "Technology Acceptance Model" dapat membantu memahami faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi e-government oleh masyarakat dan 

pemerintah. 

3. Metodologi Penelitian 



Metodologi penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan 

melaksanakan penelitian. Dalam bagian ini, kami akan membahas jenis penelitian, lokasi, 

waktu, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang tepat adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena yang ada, termasuk 

situasi saat ini dalam implementasi e-government di Kabupaten Subang. Teori penelitian ini 

bergantung pada pendekatan observasional dan pengukuran secara sistematis. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Subang, yang merupakan unit administratif tempat 

implementasi e-government akan dipelajari. Waktu penelitian harus dipilih dengan cermat 

untuk memastikan data yang relevan dapat dikumpulkan. Teori "Research Design" dapat 

membantu dalam perencanaan lokasi dan waktu penelitian, serta menyesuaikan metode 

penelitian dengan konteks penelitian yang tepat. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data untuk penelitian ini dapat meliputi dokumen resmi pemerintah, data statistik, 

survei masyarakat, wawancara dengan pejabat pemerintah, dan observasi langsung terhadap 

sistem e-government yang ada. Teori "Data Collection" membantu memandu pemilihan 

sumber data yang tepat untuk menangkap berbagai aspek implementasi e-government dan 

memastikan validitas dan reliabilitas data. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mencakup survei, wawancara, observasi, dan 

analisis dokumen. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat tentang 

pengalaman mereka dengan layanan e-government, sedangkan wawancara dapat memberikan 

wawasan mendalam dari sudut pandang pemangku kepentingan. Observasi langsung dan 

analisis dokumen dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas dan efisiensi 

implementasi e-government. Teori "Data Collection Techniques" dapat membantu dalam 

memilih teknik yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Analisis 

statistik dapat digunakan untuk menganalisis data survei, sedangkan analisis kualitatif dapat 

digunakan untuk menganalisis data wawancara dan observasi. Teori "Data Analysis 

Techniques" membantu dalam memilih teknik analisis yang sesuai dengan jenis data dan 

pertanyaan penelitian, serta memastikan interpretasi yang akurat dan bermakna dari temuan 

penelitian. 

4. Hasil dan Pembahasan 



Bagian ini akan memberikan gambaran tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait 

implementasi e-government di Kabupaten Subang, termasuk kondisi awal pelayanan publik, 

proses implementasi e-government, analisis inovasi pelayanan publik melalui e-government, 

tantangan, peluang, manfaat, studi kasus, dan evaluasi dampak. 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Subang 

Dalam memberikan gambaran umum Kabupaten Subang, Anda dapat menggunakan teori 

"Local Government Studies" untuk memahami struktur organisasi pemerintah daerah, sistem 

administrasi, dan kebijakan yang mendasari pelayanan publik di kabupaten tersebut. Ini akan 

membantu dalam memahami konteks tempat implementasi e-government. 

4.2 Kondisi Awal Pelayanan Publik di Kabupaten Subang 

Untuk menggambarkan kondisi awal pelayanan publik, Anda dapat merujuk pada teori "Public 

Service Delivery" untuk memahami karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari sistem 

pelayanan publik tradisional di Kabupaten Subang. Ini akan memberikan dasar untuk 

memahami kebutuhan dan motivasi di balik implementasi e-government. 

4.3 Proses Implementasi E-Government di Kabupaten Subang 

Dalam menjelaskan proses implementasi e-government, teori "Change Management" dapat 

digunakan untuk memahami tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mengubah sistem 

pelayanan publik tradisional menjadi sistem yang berbasis teknologi. Ini meliputi 

pengembangan infrastruktur, pelatihan pegawai, dan perubahan kebijakan. 

4.4 Analisis Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government 

Untuk menganalisis inovasi dalam pelayanan publik melalui e-government, teori "Innovation 

Management" dapat digunakan untuk memahami proses penciptaan, difusi, dan adopsi inovasi 

dalam konteks pelayanan publik. Ini akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana 

implementasi e-government telah menghasilkan perubahan inovatif dalam pelayanan publik di 

Kabupaten Subang. 

4.5 Tantangan dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Subang 

Dalam menjelaskan tantangan implementasi e-government, teori "Technology Adoption" dapat 

digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi oleh 

pemerintah dan masyarakat. Ini termasuk hambatan teknis, keamanan data, resistensi budaya, 

dan kurangnya keterampilan teknologi. 

4.6 Peluang dan Manfaat E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik 

Untuk membahas peluang dan manfaat e-government, Anda dapat menggunakan teori "Digital 

Transformation" untuk memahami bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat 

meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Ini meliputi 

peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. 



4.7 Studi Kasus Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi E-Government 

Dalam membahas studi kasus keberhasilan dan kegagalan implementasi e-government, Anda 

dapat menggunakan teori "Case Study Analysis" untuk memahami faktor-faktor kunci yang 

mempengaruhi hasil implementasi e-government di berbagai daerah. Ini dapat memberikan 

wawasan tentang praktek terbaik dan pelajaran yang bisa dipetik. 

4.8 Evaluasi Dampak E-Government terhadap Kepuasan Masyarakat 

Dalam mengevaluasi dampak e-government terhadap kepuasan masyarakat, teori "Customer 

Satisfaction" dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

dan kepuasan pengguna terhadap layanan e-government. Ini meliputi kualitas layanan, 

ketersediaan informasi, dan kemudahan penggunaan. 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bagian ini akan merangkum temuan utama dari penelitian Anda dan memberikan rekomendasi 

kebijakan, implikasi praktis, serta saran untuk penelitian lanjutan. 

5.1 Kesimpulan 

Dalam menyusun kesimpulan, Anda dapat merujuk pada teori "Public Administration" untuk 

menggambarkan bagaimana implementasi e-government telah mempengaruhi dinamika 

pelayanan publik di Kabupaten Subang. Ini termasuk menyoroti perubahan positif yang terjadi 

dalam efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas layanan publik. 

5.2 Rekomendasi Kebijakan 

Dalam memberikan rekomendasi kebijakan, teori "Policy Analysis" dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah Kabupaten 

Subang untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi e-government. Rekomendasi ini 

harus didasarkan pada temuan penelitian Anda dan mempertimbangkan kebutuhan dan 

preferensi masyarakat. 

5.3 Implikasi Praktis 

Dalam membahas implikasi praktis, Anda dapat menggunakan teori "Public Management" 

untuk menjelaskan bagaimana temuan penelitian Anda dapat diimplementasikan dalam praktik 

administrasi publik sehari-hari. Ini termasuk pengembangan kebijakan baru, peningkatan 

kapasitas pegawai, dan perubahan prosedur operasional untuk memaksimalkan manfaat dari 

implementasi e-government. 

5.4 Saran untuk Penelitian Lanjutan 

Dalam memberikan saran untuk penelitian lanjutan, teori "Research Methods" dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi area-area penelitian yang belum dieksplorasi atau memerlukan 

pemahaman lebih lanjut. Ini bisa mencakup penelitian tentang efektivitas strategi implementasi 

tertentu, dampak jangka panjang dari e-government, atau evaluasi terhadap inovasi baru dalam 

pelayanan publik. 



Daftar Pustaka 

 

 

(EGDI), U. E.-G. (2020). United Nations E-Government Survey 2020: Digital Government in 

the Decade of Action for Sustainable Development. New York City: United Nations 

Department of Economic and Social Affairs. 

Alshehri, M. D. (2019). E-Government Adoption in Saudi Arabia: A Qualitative Analysis. 

Government Information Quarterly, 36(3), 416-426. 

Heeks, R. (2006). Understanding e-Government Project Trajectories: An Institutional Analysis 

of E-Procurement. Government Information Quarterly, 23(2), 239-257. 

Kim, D. &. (2019). E-Government Implementation: A Review of Success Factors. Government 

Information Quarterly, 36(2), 153-160. 

Luna-Reyes, L. F.-G. (2008). Towards a Unified Theory of Electronic Government. 

Information Polity, 13(1-2), 61-75. 

Luna-Reyes, L. F.-G. (2017). The Dynamics of E-Government Implementation: A 

Longitudinal Analysis of Municipal Websites. Government Information Quarterly, 

34(1), 19-32. 

Mergel, I. (2016). A Framework for Understanding E-Government: A Systematic Literature 

Review. Government Information Quarterly, 33(3), 441-468. 

Nations, U. (2018). E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support 

Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies. United Nations 

Department of Economic and Social Affairs. New York City: United Nations 

Department of Economic and Social Affairs. 

Norris, D. F. (2005). Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare? . Public 

Administration Review, 65(1), 64-75. 

Pratama, A. (2019). Implementasi E-Government di Indonesia: Tinjauan Konseptual dan 

Pengalaman Empiris. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(2), 151-171. 

Reddick, C. G. (2012). A Two-Decade Empirical Test of E-Government Growth: What Have 

We Learned? . Public Administration Review, 72(1), 32-46. 

Wahyudi, A. (2017). Penerapan E-Government di Pemerintah Kabupaten Malang: Tantangan 

dan Prospek. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 116-128. 

Wibisono, A. (2020). Strategi Implementasi E-Government di Pemerintah Kota Surabaya. 

Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 8(2), 157-170. 

 

 

 

 

 

 

 

 


